BAB II

DINAMIKA POLITIK SANTRI PADA MASA ORDE BARU

A. PENGANTAR

Keluarnya Surat Perintah 1] Maret 1966 merupakan
Litih awal lahirnya Orde BaruéYKelahirannya dibidani oleh
S1tuasi neaqara yang tidak menentu. Krisis dibidang ekonomi,
hekacauan politik dan klimaksnya ditandai dengan makar yanaq
dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanaogal 30
september  196%. Krisis ekonomsi nampak pada laju inflasi
YAana o omencapail  8%0% pada  tahun 1966, sementara dibidang
politik, ketidak stabilan akibat pertentangan antar kelom-
nok -kelompok politik dalam masyarakat.? 1

Tanpa menafikan sebab-sebab vyana lain. Kelahiran
orde  baru  tidak bhisa terlepas dari pemberontakan vyang
dilakukan oleh Partaj Komunis Indonesia (PKI) vyanag lebih
kita kenal denagan G 30 S/PKI sebagai picu bagi rentetan
peristiwa-peristiwa besar selanijutnya sehingaa melahirkan
berbagai istilah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Supersemar
‘hurat Perintah Sebelas maret) serta Orla (Orde Lama) dan

20, Marwat i Poesponegoro Dan Nugroho Notosusanto.wﬁgjarah
Nasional Indonesia, Jilid IV, Depdikbud dan Balaj Pustaka, Jakar-
ta, 1994, hal.40ob.

21 Abdul Azis Theba, Islam Dan Negara Dalam Politik Orde
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Orba (Orde Baru) bermuara pada peristiwa tersebut). Uan
secara khusus keaaagalan pemberontakan PKI itu telah menagan-
tar bandasa Indonesia memasuki orde/babakan/masa baru vana
berbeda dari masa sebelumnya. Dari sinilah untuk memperie-

las pemahaman dipakail istilah orde baru (orba).

Jenderal soeharto sebagail pemimpin utama orde baru,
men jabat hetua presidium kabinet Ampera, pada tanggal 19
april 1969 telah memberikan uraian mengenai hakekat orde

haru sebagail berikut:

"Orde baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan
rakvat, banasa dan neaqara republik Indonesia vang
diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan FPancasila
dan Undanag: Undana Dasar 1945, &€

Dilihat dard  prosesnya, lahirnya orde baru  itu
merupakan  suatu reaksi dan koreksi  prinsipil  terhadap
praktek-praktek  penyelewengan vanag telah terjadi pada
waktu-waktu  vang lampaud  vang lazim disebut orde lama.

Francois Raillon mengaanbarkan,

oy

soekarno  dan  orde lamanya gagal dan - menvelewenq
dard cita-cita Undana-Undang Dasar 1945 dan Pancasi-
Lo, Demokirasi terpimpin hanyalah bungkus luar kedik-
tatoran. Korupsid merajalela, akhlak memburuk, ekono.
mi o Kacau, sementara ity Partal komunis Indonesia
(FRT)  diberi  angin untuk berkuasa di  Indonesia;
Roemunisme  yanag  anti  agama menijadi  ancaman baqgi
rakyat Indonecsia taatl beragama. Keinginan mencintkan
hesejahteraan rakyat.mencerdaskan banagsa dan aktif

¢ - C.5.T. Kansil Dan Julianto, Seijarah Perijuangan FPergera-

Kan Kebangsaan Indonesia (PSPB), Erlanaga, Jakarta, 1987, hal. 79
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dalam ketertiban dunia tidak berhasil di wujudkan® £3

Pendapat pengamat politik Indonesia inj munakin
terlalu apoloais, seakan menafikan sama sekali keberhasilan
vana pernah di raih masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun sedikit banyvak urajan ity dapat menainformasikan
gambaran tentang kondisi dan situas] saat peralihan darj
Kedua orde tersebut.

Anakatan '66, menulis dalam koran Mahasiswa Indone-
sia dari BRandung, melihat bahwa perubahan politik tahun
19065-1966<ebagai sesuatu vyana besar dan revolusioner. Dari
revolusi itu diharapkan mereka dapat ikut berperan bagaima-
na memberi bentuk dan membanaun orde baru itu.24

Runtuhnya orde lama menandai Keruntuhan dua kekuatan
politik  utama dalam demokrasi terpimpin dari panqaunaq
politik nasional, vaitu Soekarno dan  PKI. ABRI tampil
sebagail pucuk pimpinan dengan mengantongi surplus of power.
hementara  parpol-parpol masih  belum berkembang setelah
“dilumpuhkan rezim orde lama. Tampilnya orde baru member;
harapan baru. Kaun santri, sebagaimana angkatan '66, yana
Tkut serta mempelopori tegaknya orde baru yang secara aktif
=hall o dalam penumpasan Gestapu/PKI memikulkan harapan

Hinandak  orde  baru, mereka berharap eksistensi lembaga-

% - Nasir Tamara. Sejarah Politik Islam Orde baru, Majalah
Prisma (LP3ES),V, tahun XVII, 1988, hal. 39 menautip Francois
kKaillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia; Pembentukan
Dan Konsolidasi Orde Baru: 1966-1974. LP3ES, Jakarta, 198%, hal
148,

4. I b i d, hal. 148




lembaga politik Islam vang berfunagsi sebagai artikulator
Kepentingan umat Islam dapat ikut bermain aktif dalam

babhakan-babakan pentas politik nasional berikutnva.

B. TRANSFORMASI DARI ORIENTASI IDEOLOGI KE ORIENTASI PRO-

GRAM.

Orde baru selain mewarisi dua macam krisis dibidang
ekonomi  dan politik Jjuga mewarisi pengalaman .yanq tiada
ternilal haraanva. Pengalaman warisan pemerintah orde lama
yana telah menerapkan berbagaj sistem politik dengan buah
b@rbaqai.keuaaalan dan keberhasilan pula, dapat dijadikan
kaca benaqoala (bahan evaluasi) baaqi pemerintah orde baru
tuntuk  menentukan format baru sistem politik vang bisa
menaantarkan tercapainvya tujuan orde baru.

Berdasarkan penaalaman selama diberlakunya demokras i
parlementer (zaman orla), bahwa kehidupan politik vang
didominasi oleh parati-partai denagan idioloal vanag berbeda-
beda menghasilkan konflik dan ketidak stabilan politik vyand
erkepanijanagan.  Tidak kurang dari 25 buah kabinet vyanq
memsrintah di Indonesia  selama Indonesia merdeka. Dari

jumlah tersebut hanva 7 kabinet vana berhasil memerintah
selama 12 sampai 23 bulan. Lalu terdapat 12 kabinet vandg

berumur antara 6 sampai 11 bulan. Dan 6 buah kabinet yang
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hanva bisa bertahan diantara 1 sampai 4 bulan.<?
Dengan demikian berarti pemerintah orde baru ditun-
tut untuk menciptakan satu sistem politik vang relatif
behas dari penaaruh partai berikut idecloagi vanag dibawanva.
Menurutl penquasa tampaknvya berlaku pandangan bahwa Jjumlah
partai dan Jumlah ideoloai vang dibawanya identik dengan
iumlah kontlik dan ketidak stabilan politik vana dihasil-
Kan.‘b
Maks salah satu stratead vana harus diciptakan untuk
menaeountor kelabilan politik akibat konflik berkepan janagan
riem nencapatan dan pemeliharaan  stabilitas nasional ,

menaharushan pemerintah mengambil lanakah-langkah berikut

b. Menciptakan suatu tertib politik yang bebas dari konflik
ideologis-politis.

7. Memhatasi partisipasi politik vyana pluralistik. Partisi-
pasi politik harus diarahkan pada penerapan proaram
pembanaunan vana dirancang oleh elite politik.27

Implementasi dari penerapan strategi diatas dirasa-
han amat pahit baai umat Islam. Pada saat umat Islam berke-
hendak untuk menganagkat isu-jisu ideoloai-politis (tema vanq

inin tetap  diperijuanakan  sampal periode ini), selalu

€2. Arbi Sanit., Sistem Politik Indonesia,CV. Rajawalj
Firess, Cet. 1II, Jakarta, 1993, hal. |

26. Syamsuddin Haris, PPP Dan Politik Orde Baru, Granindo,
Jakarta, 1991, hal. 34

Z{. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal. 206




mendapat ganjalan dari pemarintah sehingaga menimbulkan
ketegangan-ketegangan.€®BDisadari ataupun tidak, periode ini
ternyata mengawali Liku-1iku perijuangan politik santri
‘berhadapan  dengan  pemerintah plus ABRI  selama dasawarsa
pertama dinamika perpolitikan orde baru.
sejak awal kelahiran orde baru tokoh-tokoh Masyumi
denaan berbagail saluran memperjuanagkan supaya tokoh-tokoh
vana masih dalam tahanan (sejak masa orla) segera dilepas-
kan dan Masyumi direhabilitir. Disusul Bung Hatta Jjuoga
ingin mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDIT),
dikalangan Muhammadiyvah atas inisiatif Dijojomartono dibi-
Carakan juga Kemunakinan mengaktifkan kembali Partai T<lam
Indonesia vana dulu pernah aktif sekitar tahun 1958. Upaya
Buna Hatta ini sebagaimana juaqa vang diupayakan Dijoyomarto-
no ditolak pemerintah, sedangkan upaya para tokoh Masyumi
mendapat respon dalam bentuk dialog politik vyang cukup
panjang.€9
Tanaaal 24 oktober 1966, dimuka keluarqa» besar
partal Bulan Bintang Masyumi. Parwoto Mangkusasmito, ketau
mume partal sewaktu dibubarkan., dengan optimis berpidato
wenyinaaung soal rehabilitasi dan dukungan vyanq telah dia
cicleh dari organisasi-oraanisasi Islam lain, termasuk HMI
fan GABINDO. Rasa optimisme ini pudar setelah pernyataan

¢8. Heru Cahyono. Peranan Ulama Dalam Golkar 1970-
1980,Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1992, hal. 73

9. Nasir Tamara, Op-Cit, hal. 43
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ABRI bulan desember 1366, dimana disebutkan sikap ABRI
tentang partai-partai terlarang termasuk Masyumi yandg
dianggap pernah menvelewengkan Pancasila dan UUD 194%,30

Beberapa usaha lain dilakukan menvyusul kegaagalan
pertama itu. Termasuk mengirimkan surat kepada ketua Pre-
sidium kabinet, Jenderal Soeharto (22 desember 1966) dimana
diungkapkan status Masyumi vana membubarkan diri (bukan
dibubarkan) disamakan kasusnvya dengan partai terlarang.
Upava inipun berakhir pula dengan kegagalan.ll

Akhirnva dibuat "panitia tujuh" vang terdiri‘ dari
Ltokoh-tokoh Islam termasuk mantan ketua Masyumi K.H. Fakih
Usman, sekretaris Aqus Sudono, dengan anggota-anqagota:
Hasan Basri, Anwar Harvono, E.Z. Muttaien, Marzuqgi Jatim
dan Ny. Syamsurizal. Panitia tersebut bertugas untuk men-
viapkan sebuah partai Islam baru vang kemudian dinamakan
Fartai Muslimin Indonesia (Parmusi) Yang mendapat restu
pemerintah. Buat sebagian kaum muslim, partai itu diharap-
kan  sebaagal penaganti Masyumid , sedanakan baqi pemerintah
sehaliknya: Parmusi harus menjadi sebuah partai baru vana
tidak ada sangkut pautnya dengan Masyumi.32

Pemerintah Soeharto menvadar i sepenuhnya latar
belakana  tuntutan bekas-bekas pendukung Masyumi. Dalam

suatu pertemuan  vang diprakarsai  Pangdam V¥ Java Mavor

30 I b i d, hal 43.
31. I b i d, hal &4

3¢ I b i d, hal. &4
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Jenderal Amir Mahmud dengan para tokoh Msyumi vyang berada
diluat tahanan, satu mingau sebelum dibebaskannva tokoh-
tokoh senior Masyumi 17 mei 1966, politisi Militer menya-
dari babwa kemenangan itu (Supersemar '66) tidak munakin
tercapal tanpa bantuan komponen-komponen orde baru Y &
sehaaian daii mereka adalah ormas-ormas simpatisan
Masyumi.2? Maka dari itu melihat usaha-usaha vyang beqgitu
aiaih dari para pemimpinnya yang didukuna penuh oleh ormas-
ormas simpatisannvya , pemerintah akhirnya memberi konsesi-
konsesi kepada mereka (membolehkan berdirinva Parmusi),
dengan berbagai persvaratan vyang harus dipenuhi.

Tangoal 20 februari 1968, kehadiran Parmusi sebaqgai
partai politik disvahkan oleh surat keputusan no. 70 dari
Presiden. Sebagai pemimpin partai ditunjuk H. Diarnawi
Hadikusumo (Muhammadiyah) dengan sekretaris Jenderal Lukman
Harun dari organisasi vang sama. Kepemimpinan mereka dia-
naaap sementara. Nanti akan disempurnakan melaluj sebuah
Kongares vyana berlangsung di Malang. Muktamar Parmusi itu
direncanakan bulan nopember 1968. Adapun calon terkuat
talah Mohammad Roem, mantan tokoh Masyumi. Namun pemerintah
Tewat  <ekretaris  Neagara Alamsyah menairimkan telearam
retika muktamar hampir usai bahwa penganagkatan Roem tidak
disetujui?4

Terjadi pertikajan di tubuh Parta’l , pro dan kontra

%% Heru Cahvono, Op-Cit. hal. 75

54 Nasir Tamara, Op-Cit., hal. &4
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terhadap keputusan pemerintah, perpecahanpun tidak terhin-
darkan. Bulan oktober 1970 J. Naro dan Imran Kadir mengecam
kepemimpinan DJjarnawi Hadikusumo vang diancgagap tidak akrab
dengan pemerintah. Tanggal 19 oktober 1970 Dijarnawi memecat
Naro dan Imran Kadir. Keduanya balik memecat pimpinan
Farmusi. Menghadapi kekeruhan ini akhirnvya pemerintah turun
tangan dengan menagantikan pimpinan lama parmusi dengan
H.M. Mintaredja tanagal 20 nopember 1970, djia orang Muham-
madiyah dan dianqqap sebaqai tokoh moderat.35

Terakhir, pada pemilu pertama masa orde baru tahun
it Dapat dilihat perolehan suara masing-masing partai
peserta,  NU o mendapat perolehan suara 18.67%, Parmusi
Fo3nSh%, PSIT 2,39%, sedanakan Perti hanva 0.,70%. Jumlah
siara yvana dicapail oleh partai-partai Islam itu hanvalah 29
%. Sebagai perbandingan Golkar mendapat 62,8 %, sedangkan
FNY 6,4 %. Adapun Partail Katolik meraih 3,4% %.

Sebagail partai baru, setelah semua kaitan dengan
Masyumi dibuana, maka Parmusi hanya berhasil mengumpulkan
suara dengan Jjumlah kecil dibandinqkan dengan hasil vang
diperoleh Masyumi tahun 1955 vana memperoleh suara lebih

o dari 20%. wWaktu itu seluruh Partai Islam dapat mengumpulkan

At 4G,y 30

Kesuksesan pemerintah menqguranagi dominasi suara

35. I bid

} 3. I b i1 d. Dan lihat Dhaniel Dhakidae, Partai Politik Dan
Sistem Kepartaian di Indonesia, Majalah Prisma, LP3ES, Edisi
desember 1981, hal 17
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partai-partai Islam Kkhususnva, dan umumnya semua partai
kontestan dibarenai munculnva golongan fungsional (Golkar)
buah cipta pemerintah dan ABRI sebagail The Single Maiority
dipentas politik orde baru, dapat diinteroretasikan dalam
dua hal. Pertama, dengan melemahnya parpol-parpol terutama
parpol Islam melemah pula problematika isu-isu ideolodqis
vang dapat mereka kembangkan. Kedua, dengan dominasi suara
di pihak Golkar, memunakinkan penveimbangan antara perti-
kKajan vana muncul dengan konsensus yang dihasilkan, memung-
Kinkan pemerintah menaairing mereka kearah orientasi pro-
aram dan last but not least Pemerintah lebih vakin untuk

menaae lindingkan manuver-manuver politik berjkutnya..pmﬁ

C. TRANSFORMASI DARI FEDERASI KE FUSI

Permasalahan pokok vana dihadapi pemerintah orde
baru pada waktu kelahirannvya, jalah bagaimana menata dan
membangun suatu sistem politik vang dapat menjamin stabijlij-
tas nasional vyana andal sehingaa memungkinkan keseriusan
tenaga dan pikiran banagsa kearah penataan pembangunan
ekonomi dan bidana-bidanag lain dendgan aman dan
tentram37

Pemerintah orde baru masih melihat, bahwa banyaknya

partai selain tidak efektif juga rentan pertikajan ideolo-

37. Heru Cahvyono, 0Op-Cit, hal. 66 dan lihat pertanvaan dari
H. Mahbub Djunaedi, Agustu-.an Yang Ke-29, Tempo, 17 Agustus 1974,
hal., 8




ais. pengalaman orde lama, parpol dengan jﬁmlah vang banvak
justru memicu munculnya insiden-insiden vang sulit dikenda-
likan.38 Sehingaga melemahkan stabilitas pemerintahan dan
menyerap tenaga serta pikiran rakvat sehinqga tidak dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Maka dari
itu perlu seqgera diadakan restrukturisasi partai politik,
sebagai  lanakah penyvederhanaan.

Isu restrukturisasi partai politik sudah mendapat
dukungan sejak kwartal pertama tahun 1966 dari KAMI, tahun
1968 dari tokoh-tokoh militan AD seperti Mayijen H.R. Dhar-
sono  dan  rekannvya Mayijen Kemal Idris, disusul kemudian
Falangan intelektual juga wartawan dan sastrawan. Kalanagan
Mahasiswa dan 1nt@1¢ktua1 memandanag bahwa sebagian besar
partail  politik adalah partal agama vang memperiuanagkan
ideologi acamanya masing-masina, sedanakan partai-partai
sekuler pada umumnya Jjuga terikat pada ideoloai tertentu,
satit contoh PNI berdasarkan Marhaenisme. Muchtar Lubis
mewakili kKalanaan wartawan dan sastrawan berulang kali
sepanijang  tahun 1968 sampai tahun 1971 meneriakkan agar
partai-partal  politik dibubarkan Saia.sg

Bahkan pada tahun 1969 muncul gagasan radikal untuk
meromhak  struktur partail melalui dekrit Presiden. Namun
gagasan itu tidak dikehendaki oleh Presiden Soeharto karena

dinilail tidak demokratis dan dapat menijadi faktor pendukung

28. I b i d, hal 63.

39. I b i d, hal 62 - 63
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bagi tumbuhnyva diktator. Selain dipandang ada sistem 1lain
yana lebih demokratis (Pemilu) vana dia yvakini mampu men-
dorona partaji ke arah fusi tanpa harus mengeruhkan
suasana. 0

Akhirnya pada tahun 1973 pemerintah memprakarsai
pengaabunaan partai-partai politik dalam 3 organisasi.
vakni: Golkar. PPP dan PDYl. Yana pertama adalah golongan
Tunasional, vana kedua merupakan pengagabunagan partai-partaj
Lalam seperti Parmusi, NU, PSIT dan PERTI; sedang ketiga
merupakan meraqer PNI, partal Katolik, Parkindo. dan partai
Murha. Y

Perasiapan b@ndirian FPP dilakukan agak tergesa-qgesa.
Struktur organisasi. misalnya belum sempat terpikirkan.
Namin o tanaaal 13 februari 1973 berhasil disusun prodaram
Dot jnanagan dan program pokok FPPP. Terpilih sebagai Presiden
rartal ldham Cholid sedanagkan ketua umum pimpinan pusat
dipeganag Mintaredia.,

Lahirnya PP sebagail satu-satunya partail Islam i
Tndonesia didirinai danagan optimisme nara pendukunarya
cebanal wadal menaaalana Ul fawah Yslamivah. Tidak Kuranng
fard tokoh-tokoh T<lam diluar keempat partail vang berfiue i
%!ndnkunnnya: Muhimmead  Natsir, Kasman Sinagodimedio  dan
Pawan-kawen, dug intelektual muda Nurcholish Madiid nada

A0, T b 1 d, hal. 64

4. Kuntowijovo, Paradiagma Islam (interpretasi untuk
aksi),Mizan, Bandunag, cet.y, 1993, hal. 139
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92
waktu itu  ikut mendukungnya.4‘

Nampaknya ada benarnyva apa vang dikatakan Jalaluddin
Rahmat, bahwa riwavat Islam di Indonesia adalah riwavat
umat vana selalu berhimpun untuk berpecah.43Hal ini terijadji
di tubuh PPP, pada saat partail mulail menauat, muncul J.Naro
mempoiak ~porandakan akar persatuan, membakar sengketa
internal dalam partai, sehingaa PPP-pun melemah dan diting-
dgalkan sebaagian pendukungnva. Konon kehadiran J. Natro
sebagal "Selrf-Styviled leader” memang sengala disuntikkan
pemerintah di  tubuh partal Jtu, terbukti saat terijadi
persenaketaan tidak ada inisiatif pemerintah untuk menvele-
3aikannya.qq

Fachry Ali1 dan Bachtiar Effendy menagamati orientald
barn kKebijakan pemerintah terhadap umat Islam ini adalah
demi  keseimbangan kekuasaan (balancing or  power), bukan
lanakah untuk melicinkan jalan politik Islam kearah parti-
sipasi dalam kehidupan pembanaunan politik nasional. Apa
vana disebut fusi, sebenarnyva, tidak pernah terijadi. Kare-
nanva waijar Jjika agenda persoalan vana dihadapi partai
Islam int (PPP), atau lebih tepatnya perjuangan Partaj,
bukan 1laal bagaimana menyalurkan aspirasi politik umat

Tslam, tetapi bagaimana mengatasi konflik-konflik intern

AL, Nasir Tamara. Op-Cit, hal., 47
43. 1 b 3 d, hal. 37
44. Fachry Alil Dan M. Igbal Abdurrauf Saimima. Merosotnya

Aliran Dalam Partai Persatuan Pembangunan, Majalah Prisma., LF3ES,
Edisi desember 1991, hal. 34




kKepartajan antar sesama unsur oartai.45

Hal jtu tentu sudah diramal oleh pemerintah, karena
vang terjadi keributan internal sehinaga melemahkan partai
itu termasuk Jjuga di PDI vyang tak henti-hentinva sibuk
urusan konsolidasi. Bila 1itu vang terjadi. pemerintah

diuntunagkan dari seqgi perolehan suara dan perolehan kursj
vana selalu dominan di perwakilan rakyat, vang menurut
bahasa Golkar mempermudah untuk menijaga stabilitas politik
dan mudah untuk mencapai kesepakatan nasional. Sedangkan
menurut bahasa partai lain, tidak kata "tidak" untuk semua
apa yana dirancana Pemerintah (Golkar) dan tidak ada kata

"

iva'" untuk apa vanag tidak disukai pemerintah (Golkar).

D. ALIRAN KEPERCAYAAN

Sesuail dengan hasil Pemilu 1971, komposisi keangago-
taan MPR berijumlah 920 orana, terdiri atas Golkar 392
kKursi, ABRI 230 kursi., utusan-utusan daerah dan golongan
130 kursi, partai-partaj Islam 126 kursi dan partai-partai
lain 42 kuréi. Maksimal vana dicapai keempat partai Islam

kurana dari 2%%, sedanagkan Golkar lebih dari 60 %26 Dengan

45. Fachry Ali Dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru
Islam (Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde
Baru) ,Mizan, Bandung, 1986, Hal. 120-121

6. M. Rusli Karim, Islam Dan_Konflik Politik Orde haru"
MW. Mandala, Yoavakarta, 1992, hal. 3




perimbhanagan ini, Pemerintah relatif aman mencananagkan

program sekaligus menaeqgolkan semua draft politiknva.
Dalam Sidana Umum MPR 1373, komite pekeria yang

dipimpin oleh Daryvatmo telah menvyusun draft rencana GBHN

yang menvantumkan hebherapa hal

1. Mencaantikan pelajaran aagama dengan Pendidikan Moral

Pancasila dalam semua tinakat sekolah umum.

N

Anaaaran belanja negara 1973/1974 untuk urusan-urusan
Keagamaan diturunkan dari Rp. 1.226 juta menjadi Rp. 800
juta.

2. Persoalan masuknya aliran kepercavaan dalam GBHN <eba-
aitan  dari  "Agama resmi" vanag kedudukannva setingkat
denaan agama alinnya. Islam, Kristen, Katélik. Hindu dan

Budha. A7

Bila dianalisa dari kacamata Islam (kaum Santri).
Draft rencana GBHN itu mengandung beberapa hal vyang amat
merugikan perjuangan Islam dan melemahkan strategi da‘wah,
baik seai moril ataupun materiil. Berkurananya anqggaran
belanja 1/3 dari anqgaran sebelumnya, Jelas berakibat
Nurananya aktivitas-aktivitas vyang dapat dilakukan terutama
vang berkailtan dengan provek padat biava.

Draftt butir pertama, bertolak belakang dengan renca-
na usulan PPP tentanag kewaijiban pendidikan Agama di seko-

47. Abdul Azis Thaba. Op-Cit, hal. 253. menqutip dari
majalah Tempo, 7 maret 1973,




lah-sekolah. Untuk draft ini, setelah pemerintah memeper-
timbanakan dampak politiknyvya, usul FKP tentang penghapusan

pelajaran agama "agar diambanqkan“.48

Sedangkan butir keti-
aga, menjadi bahan polemik yvana menahangat. FKP berkepentin-
gan untuk mempertahankannya karena dituntut oleh para
pendukunanya vang berasal dari kalangan abangan (Kalanagan
ini dikorporasikan dan dikendalikan oleh Sekretariat Kerija-
sama Kepercavaan, organisasi vang bernaung dibawah Golkar.
Dari abangan ini Golkar memperoleh dukungan besar).49
Sedangkan umat Islam menolak usulén ini, karena
dianagagap meronarong agama. Chalid Mawardi dalam pandangan
umuam, FPP omenaghimbau para penaghayat kebatinan untuk sadar
dan kembali kepada agamanya masing-masing. Lo
menverukan,"Aliran-aliran kepercayaan/paham keagamaan-peham
keagamaan kembali pada induk agamanya masﬁnq-ma$inq".5o
Sedjak tahun 1970-an kaum abangan mengajukan tuntutan
kepada pemerintah agar kepercavaan mereka diakui sebagai
salah satu agama (resmi) oleh pemerintah Indonesia.?! Mereka
herargumentasi mengaunakan dasar hukum UUD 1945 pasal 29
ayat 2, kata kepercavaan disitu identik dengan penagertian

kehatinan, kejiwaan, dan kerohanian.

Umat islam pada umumnya menolak aliran kepercavaan

48, I b i d. hal. 253
49. Abdul Munir Mulkhan, Op-Cit, hal 96
50. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal. 255

1. Fachry Ali Dan Bahtiar Effendy. Op-Cit., hal. 120




tersebut. Muhammadivah melangsunagkan seminar Majlis Tabliag
d1 Banduna pada tanagal 24-27 desember 1970 vang secara
khusus membahas masalah kebatinan. Makalah Hamka vang
disampaikan dalam seminar tersebut pada intinva menolak
aliran kebatinan. Prof. Dr. H.M. Rasyidi dalam buku Islam
dan  kebatinan menvimpulkan bahwa ilmu kebatinan menodai
agama.  FPP o dalam  SU MPR menolak aliran kebatinan dan
menegaskan bahwa pasal 29 ayat 2 sama sekali tidak dimak-
sudkan untuk mengatur kebatinan.52

Setelah melalui pembicaraan alot, aliran kepercayaan
dimasukkan dalam GBHN dengan beberapa modifikasi. Kata
“Kehatinan" diganti  denagan "Aliran Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yana Maha Esa' dan dianggap sebagail kategori keaga-
maan kerochanian tersendiri.53

Denaan diformalisir aliran kepercavaan dalam GBHN,
maka para penaghayvat aliran ini, walaupun mereka mengaku
tetap memeluk agamanya masing-masing, mulail menyebarkan dan
mengembanakan ajaran-ajarannva ditengah-tengah masvarakat.
Umat  Islam  sebagail  mayoritas terkena langsung (obyek)
nenyvebaran itus:  sesdatu  yvang telah diantisipasi  denagan
conuh kekhawatiran oleh PPPL. Pada proyek garap ini pemer-
tintah telah nvata-nyata melakukan deislamisasi vana meru-

Aikan kaum santri.

52. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal. 254-255

53, I b i d. hal. 255
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E. PANCASILA SEBAGAI AZAS TUNGGAL.

Fusi partai politik 1973 vyang diharapkan mampu
menacounter problematika ideoloais dan mengarahkannva pada
konsentrasi program, kurang memuaskan penguasa politik orde
haru. Dasar pemikiran penvederhanaan partai vang sebelum
jtu dianut, diangaap tidak laagi memadai. Pemimpin politik
orde baru sampail pada kesimpulan bahwa Jjumlah partai poli-
tik bukan satu-satunva faktor penting dalam proses benye—
derhanaan kehidupan politik., Hal ini disebabkan bahwa
ternyata kedua Orpol disamping Golkar itu masih bisa terli-

hat didalam konflik politik yvana dianggap dapat membahaya-

kan kestabilan politik.

Konflik politik vana terjadi pada masa kampanve
Pemilu 1982, dapat dianggap fakktor utama bagi perlunva
penvederhanaan partaj dengan cara baru. Yang dipermasalah-
kan kemudian adalah Jjumlah ideoloai bukab Jjumlah partai
politik. Ideoloai vana banvak (lebih dari satu) vana dianut

oleh orpol yvang ada cenderuna menyebabkan konflik politik

vang hehat diantara mereka.54

Jerangkat dari pemikiran itu maka pemerintah menaa-
dakan political test tentang unifikasi azas kekuatan orpol

dan ormas dalam pondasi azas tunggal Pancasila, melalui

31

34, Alfian Dan Nazaruddi Syamsuddin, Masadepan Pembangunan

Politik Indonesia; Beberapa masalah orqganisasi politik. MPI,
rRajawalil Press, Jakarta, 1988, hal. 30




Indones

nidato Fresiden Soeharto 16 aqustus 1982 dimuka DPR. Pemer-
intah juaa meneagaskan tidak akan ada usaha mem-Pancasi lakan
agama maupun agama digantikan dengan oanoasila.55 Ide dasar
uniftikasi azas itu dilihat dari monolitisasi Tdeoloni
sebagail  svarat uatema untuk menciptakan suatau birokrasi
vana huast, vaitu terwujudnvya kondisi dimana tidak laqgi
muncul., atau  setidak-tidaknvya dapat diredam, aspirasi
politik yvang bersumber dari ideolog) asinq‘yanq dipandang

meruagikan, dilihat dari pertumbuhan budavya politik Pancasi-

M. Rusli karim menilai bahwa pemerintah telah e la-
huhan  satu rekayasa politik vana benar-benar spektakiler.
Batl 1tie tidak akan pernah dilakukan tanpa mevakini kekuatan
pendukuna  dan memprediksi tinakat akseptabilitas rakyat
terhadap cistem politik yanag dikembanagkan orde baru. karim
'ebih Jauh menaanalisa bahwa kevakinan itu diperoleh dida-
saril oz pertama, prestasi dalam pembangunan ekonomi vyanqg
telah mampu menekan inflasi dari 6%0 % menijadi 17 % pada
awal  orde  bharu  dan  anagka pertumbuhan ekonomi  melonjak
antara 8 sampail 9 %: kedua, terciptanva stabilitas politik
cand memadad 20
SLahilitas politik vang memadai  itu dimotori olel

Ceunilnya Golkar sebagal The Single majority, terbukti dari

55. Nasir Tamara. Op-Cit. hal.5%0

Rusliy Karim, Nuapsa Gerak Politik Era 1980-a n di

58. M. -
ja,Pen. MW Mandala, Yoayakarta, 1992, hal. 30
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hasil beberapa kali pemilu selama orde baru plus terakhir

Pemilu 1982 telah menunjukkan bahwa angka-anagka vang dica-

pai Golkar selama itu telah memberi kevakinan untuk melang-

kah lebih Jjauh lagi.

Respon masvarakat menaggapi isu  besar jtu amat

tinaai, dapat digolonakan menjadi tiga kelompok . 97

. Kelompok Oportunis dan Akomodasionis, ini bisa dilihat
misalnya dalam nahdlatul Ulama. Sesuaj dengan sikap
akomodatifnya vang telah berkembang seijak zaman demokra-
51 liberal dan demokrasi terpimpin, menghadapi isu azas
tungaal ini NU Kembalil kewataknvya semula. KkKarena itu
tidak heran bahwa proses penerimaan azas tunggal beaitu
cepat  dikalangan NU.  Pada muktamar di  Situbondo 17
desemher 1994, NU secara ak lamas i menerima azas
tunqqa1.58Pada kKelompok ini juga termasuk kelompok Agama
dan kelompok masyarakat vana kebetulan tidak memiliki
“power" untuk berbicara lebih lantanag menentang keingi-
nan pemerintah  tersebut. Misalnya, kelompok agama Budha
dan Hindu. Juga kelompok dalam organisasi vandg beqgitu
dekat denaan pemerintah menerima azas tungagal tanpa
recarye,
Felompok bartahan, kelompok ini terbagi laai meniadi dua

aolonaan; pertama, vanag bertahan dengan sikap eksterm

57. I b i d. hal. 33-34

58. A. Gaffar Karim, Metamorfosis NU_ Dan Politisasi 1slam
Indonesia, LKiS, Yoavakarta, 1995, hal. 81




dengan menagharamkan azas tunqgal dan konsisten denagan
pembanakanagannvya hingga tidak diakui keberadaannva oleh
pemerintah. Seperti organisasi Pelajar Islam Indonesia
(p11).09 Kedua. pada mulanva bertahan tetapi <etelah
situasi tidak memunakinkan akhirnya dengan nada berat
menerima juaga. Yaitu, Muhammadiyah, PPP, HMI, Umat

Nasrani, PGI dan lain sebaqgainva.

[S%

. Kelompok apatis, Sama sekali tidak memberikan tanaggapan
apapun., vaitu organisasi-organisasi vana tidak berkepen-
tingan dengan landasan jdeologi.

Pendapat para tokoh Muslim Juga beragam, banvyak
yana mendukunag juaga banyak vang menentana. Prof. Dr. deliar
Noer adalah salah satu tokoh vang paling aktif menolak azas
tunaaal Pancasila pada saat RUU«nya dibahas di DPFk. la
mengemukakan alasan bahwa Pancasila sebaqai azas tunagal
menafikan perbedaan. Padahal "perbedaan dalam persamaan"
adalah hal wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan berne-
aara. Sementara Syafruddin Prawiraneqara, mantan pemimpin
Masyumi, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Soehar-
Lo, mempertanyakan mengapa pemerintah memaksa organisasi
dalam masyvarakat menerima Pancasila sebagail satu-satunva
3G, €0

Senageimana  diketahui, kritik  tokoh-tokoh maupun

tentanaan dari beberapa organisasi Islam tidak membuahkan

59. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal. 273

"60. I b i d, hal., 273-274
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hasil. pancasila sebagail azas tunqaal berhasil diundangkan
dalam UU No. %/1985% dan UU No. 8/1985. Karim menilaj fase
ini sebagal depolitisasi ISlam atau boleh dibalik deislami-
sasi politik yvang bherusaha memutuskan hubungan agama dengan
politik. Ideolioai hersih dari campur tanagsn Aqama.eI
Dengan herarzaskan Pancasila, maka dengan sendirinya
semia oraanisasi politik termasuk PPP memiliki KkKedudukan
Yana  sama dimata umat Islam, karena sama-sama berazaskan
Pancasila (tidak berazaskan Islam). PPP terbuka untuk siapa
Ladas herarti PREE duaa memperijuanakan aspirasi siapa s&aja
Panpa memandang acama. Pada kondis i ini umat Islam baqgaikan
hidup <ebatang kara dipentas politik nasional tanpa <ati

lembaaspun yang rosmi penampuna saluran aspirasi politikn-

Denogan suksesnya menadelindinagkan azas tunggal ,
kekhawatiran akan munculnya Islam sebagai ideologi tandin-
tonsirnalah sudah. Dengan demikian sebagian umat Islam
vana  denaan  ekstrim masih mempertahankan ideoloqi Islam
~ebanal wacana  perjuangannya pupuslah sudah harapannya,
herakhir dengan kekecewaan . Peristiwa radikal Tanjuna Priok
L heheropa per i Uiws radikal lain yana membuntutiny yoaneg
Siaddubikers dipondak amat Islamdenagan membawa sekian Korban,
Pk dard kekecowaan  vana terpendam  dalam  sekam v
kemudian meletus membara. Sebuah catatan dengan tinta merah

yana tidak akan pernah dapat dihapus dari lembaran sejaran

B1. I h i d. hal. 265
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dinamika politik Islam Indonesia berhadapan dengan Pemerin-

tah dan ABRRI.

F. RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Masalah pendidikan nasional pernah menijadi pembicar-
aan serius dalam SU MPR 1973 dan 1978. Pada SU MPR 1973,
persoalan ini “diambanakan' sebagaimana kita bahas didepan,
tidak dibicarakan lebih lanjut karena ada pertentanaan
tajam antara FKP -vana mengusulkan penghapusan - pendidikan
agama di sekolah-sekolah umum- dan FPP yvang justru mewajih-
kannya. Dalam SU MPR 1978, usulan FPF untuk memasukkan
pendidikan agama sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah
dan lembaga pesantren cgaqal melalui voting di komisi A.

RUU sistem pendidikan ini kemudian muncul diajukan
oleh pemerintah pada tanagal 23 mei 1988 melalui Menteri
Fendidikan dan Kebudavaan Prof. Dr. Fuad Hasan. Yang sebe-
lumnya disusun dan dibuat berdasarkan hasil rumusan KPPN
(Komisi Perubahan Pendidikan Nasional) vanag dibentuk pada
periode Mendikbud Doed Yoesoef dengan menghapus beberapa
pasal vyang dinilai tidak relevan.62

RUUPN vana diajukan pemerintah mengandunag pasal-
basal yana merdagikan kepentingan pendidikan Islam.

1. RUU ini tidak mengatur kewajiban penvelenagaraan pendi-

'62. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal 281
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dikan aagama di sekolah-sekolah sebagaimana vang diama-
natkan dalam GBHN 1983/1988 dan 1988/1993,

2. RUUPN ini tidak mengakui dasar kebebasan unfuk mendiri-
Kan dan  menvelengaarakan lembaga-lembaga pendidikan
swasta. termasuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Adanya aturan tentang pidana maksimal satu tahun dan

[N

denda kp. 10 juta terhadap sekolah-sekolah swasta yandg
tidak memenuhi sumber belajarnyva, sperti perpustakaan.
Bagl sekolah-sekolah madrasah, vang umumnya belum bisa
berkembana, aturan ini sangat memberatkan.

e Datam RUU ind o ada kalimat Bertakwa Kepada Tuhoan yvang
Maia s, wedanakan dalam GBHN  tertera kalimat  Ber iman
den bertaiwes Aepads Tuhan vang Maha Fsa. Ada vana mendiu -
ga-duga  bahwa yanag membuat RUU PN adalah "oranag yvanag
tidak beriman'.

S RUU inid memberikan space terlalu besar kepada pemerintah
untuk membuat Peraturan Pemerintah. Hal ini akan membuat
nemerintah memeperoleh kemenangan vandg berelebihan untuk
mengatur pendidikan nasional. Sebab bisa saja pemerintah
melakitkan interpretasi baru terhadap pasal-pasal dalam
UL yang be fum iélas dalam operasinal tersebut .63

Molihat pada lembaga pendidikan di Indonesia, terba-

ai meniadi lembaas pendidikan umum dan Islam, vang bera-
filiasi ke Depdikbud dan Depag vang dibawahi pemerintah

(negeri), adapula vana berangkat dari swadava masvyarakat

e3. 1T b i d, 280




murni. Lembaaga pendidikan Islam baik negeri maupun swasta
disebut madrasah -mulail dari tingkat dasar hingga menengah
atas- dan satu Jenis Perquruan Tinagl vaitu Institut Agama
Islam. Sedangkan vang tidak mengikuti aturan pendidikan
pemerintah dan beranagkat dari swadava masvarakat murni
disebut pesantren@4

Lembaga pendidikan Islam telah disetarakan dengan
pendidikan umum berdasarkan SKB tiga menteri vaitu Menteri
dalam negeri, Mendikbud dan Menteri Aqama.65 Sedangkan
kedudukan pesantren masih menaambang. Sehinaga tidak ﬁeran
hila pertama-tama vang memberi reaksi terhadap ﬁUU PN dari
pihak pesantren, vaitu Badan KerjaSama Pondok Pesantren
(BKSPP) vana bernada menolak, meminta pemerintah meninjau
kembali dan menghimbau DPR dan Ulama agar mempelajari dan
memperhatikan hal vang sangat menentukan nasib umat ini.
Reaksi berikutnya muncul dari para Ulama dan Pimpinan
pesantren vang teragabung dalam Yavasan Pondok Pesantren
Indonesia (YPPI) vang menolak dengan alasan bahwa RUU PN
tidak menagatur pendidikan agama dan sama sekali tidak
menyebut nesantren.66

D1 Forum musyéwarah DPR, terijadi dialoq serius antar
FPP dan FPDI. FPP berusaha merubah draft vang ada dan

64. Muslih Usa (edit.), Pendidikan Islam Di Indonesia
(Antara Cita dan Fakta),Tiara Wacana, Yogvakarta, 1991, hal 2

65. Panii Masvarakat, 1 jull 1987, hal. 30

66. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal. 280-281




memberikan usulan baru sebagal alterpatif. sedanagkan T
memper tahankan dan menclak usulan FPP. Dalam beberapa kalaj
rapnat sitlit didapatkan Konsensus,

Akhiirnyas meialuil  Lobby-lobhy vana dilakukan oleh
tokoh-taokoh  I<lam, pasal-pasal vanag memberatkan berhasi)
dihanus. 4 fraksi i DPR menvetuwiul RUU PN menijadi Undana-
iindanag  Sictem Pendidikan Nasional dencgan catatan khusis
vanag ditomnaican oleh FPDRI . agar penijelasan pasal 28 ayat 2
dihapis bEarena tidak sesuadl denaan GRHN,

i Na, 2710989 rtentang Sistem Pendidikan  Nasional
mempunyar  artl pentinag bagl ummat  Islam, kKarena Undano-
Vi oy rwaﬁ@hut.b7
booDrakier habiees pondidikan agama mernpakan  subsistem o i

Sistem pendidikan nasional.,

>

. Dikukuhikan hahwas pendidkan acama merupakan mata pela-
jaran wajibh di cckolah-sekolah umum: SD, SMTP, SMTA dan
Pespoptor i T anaad .,

Jaminan babws untuk mata pelaijaran agama, tenaga penga-
it oy hatnes bale o yang seagama  dengan peserta didikniye.
Eoetentiesn iny o sangat penting karena banvak siswa mislim
vang haraeholah disekolah-sekolah Kristen/Katolik dibhan-
dreab s cobhasikovas selain it menahindari opabing
tofidoak secaray Tarmal-- mendadikan lembaaa  pendidikan

sebagal alat kristenisasi.

4. Dijamin eksisitens) lembaga-lembaga pendidikan keagamaan

67. I b i d. hal, 282
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seperti Madrasah Ibtidaivah, Tsanawivah, Alivah dan
Institut-Institut Agama ISlam.

Fenomena lulusnya wumat Islam menggolkan UU SPN
dengan substansi vyana menguntunakan pendidikan Islam.
merupakan fenomena baru vyvang menandaj arah baru dinamika
politik santri. Lobby-lobby kaum elite santri nampak ber-
harga dimata pemerintah, dimana sebelumnva cenderung dire-
spon negatif. Pada saat pertanvaan mendasar "“Ada apa?"
pasti muncul dibenak setiap orana vana mengamati perkemban-

gan politik Indonesia.

G. UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA.

Raihan Politik vyana cukup penting bagi ummat Islam
menijelandg ‘berakhirnva abad ke-20 Jalah adanvya penetapan
tentang Undang-undang Peradilan Aagama (UUPA), vajitu UU no.
7/1989. Fenomena ini membawa implikasi politik vang penting
kKarena merupakan perwuijudan dari cita-cita politik para
ulama Islam Indonesia dan para politisi muslim vyang terpen-
dam puluhan tahun kini telah menjadi kenvataan sejarah.
Pada saat tidak ada lagi satu partai politik vang berazas-
kan Islam.

Sebelum ijtu Peradilan Agama di Indonesia beraneka
ragam karena didasarkan pada:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura
(Staatsblad tahun 1882 no. 152 dihubunakan dengan

staatsblad tahun 1937 no. 116 dan 610.
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7. Peraturan tentanag kerapatan Qadli dan kerapatan Qadli
hesar untuk sebhagian residensi Kalimantan Selatan dan
Timur (Staatsbiad tahun 1937 no. 538 dan 639)

2. Pearaturan Pemerintah no. 4% tahun 19%7 tentang pembentu-
kan Pongadilan Agama/ Mahklamah SDyvar'ivah diluar Jawa
dan Madura (lembaran Negara RI, tahun 1957 no. 99).68

Keaneka ragaman  Peradilan Agama di  Indonesia inj
menurat pemerintah tidak mencerminkan kesatuan hukum vana
menagatur Feradylan Agama  dalam kerangka system dan. tata
hukum  nasional  bherdasarkan Pancasila dan  Undang-Undanag
dacar 1949, maka dari itu pemerintah lewat tangan Menteri

Agam Munaww it Siadzall menagaijukan Rancanagan Undanag-Undana

Feradi tan Agama ke widang DPR.

Tangaanan terhadap rancangan tersebut di rapat-rapat

DPR tergolong biaaq saja, dalam artian tidak menimbulkan

polemik serius, herbeda dengan RULL PN, Kecualil FPDI, vanag

tanpa menaaehu- gebu mempertanyakan: Tidakkah RUU PA herten-
tanagan denaan prinsip bahwe Indonesia harus hanyva ada satu
hukum nasional? Bukankah RUYU ind mengaunakan syariat le lam
tlan hanyss ber Lakn AKhHSH? untuk orana Islam 7 Bagaimana
nemer antsh biioa menctamin oranag bebas  melakukan  pilihan

nuboam . hinaga saeorang muslim memilih peradilan non 1 lam

66. A. Syafi'i Maarif, Feta Bumi Intelektu
Indonesia, Mizan, Bandung, 1923, hal. 130-131

e Islam Di

Bandinakan dencan Ismail Sunny, Hukum Islam Dalam Hukum Nasional,
Paniji Masyarakat, 1 julil 1987, hal 71-73




untuk memperkarakan kewarisannvya ?Gq

Sementara diluar gedung DPR timbul banvak reaksi
masyrakat , vana pro dan kontra. Golonagan non muslim sangat
hati-hati melihat RUU PA, hal ini dapat dimaklumi karena
RUU PA atas usulan pemerintah. PGI dari Protestan mengirim
surat ke DPR tertanggal 10 mei 1989 vang berisi kekhawatir-
an mereka terhadap RUU tersebut akan dapat mengagangagu
kKonsensus nasional vang menetapkan Pancasila sebagail satu~
satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Secara umum pihak Katolik/ Kristen dan' kKaum
nasionalis melontarkan tuduhan bahwa UU ini bersifat dis-
kriminatif . pelaksanaan Piagam Jakarta, bertentangan
dengan wawasan Nusantara dan 1ain~lain.;7

Secara individual, terjadi dialoqg dikalangan intel-
ektual. Frans Magnis Suseno dan T. Mulya Lubis menyoroti
dari sisi bahavanya negara teokratis. Amir Machmud menyoro-
ti dari sisi hukum dengan menvyampaikan Denolakannya:“SVarw
iat Islam bacaimanapun tidak bisa masuk kedalam hukum
nasional, sebab hukum kita adalah hukum Pancasila". Soe-
prapto memperkarakan kata "“Peradilan Agama" karena dapat
juga menunijuk umat beragama lain. Reaksi umat Islam mere-
spon pendapat diatas juga bermacam-macam, baik dilontarkan
oleh Alamsyah, Ismail Sunny, Daud Alji maupun tokoh Muslim

lainnya. Daud Ali mengatakan bahwa pada dasarnvya tidak ada

69. Tempo. 4 februari 1989 Dan Tempo., 24 3juni 1989

70. A. Syafi'i Maarif, Op-Cit., hal. 131
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yang aneh dari RUU PA tersebut. sebab hanvya ingin melurus-
kKan penyipanaan vang ditimbulkan oleh politik hukum pemer-
intah Kolonial Belandal

Akhirnya, RUU tersebut berhasil disvahkan dalam DPR
dan diundanakan menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 1989J¢
Upava ini  tidak lepas dari kegigihan pemerintah untuk
kKonsisten mempertahankannya dan mevakinkan para penaritikn-
vya lewat Menteri agama, ditambah pernyataan Presiden Soe-
harto vana menijamin bahwa Piagam jakarta tidak akan d‘iberw
lakukan.

Munaw i r Sadrzall menvatakan, hahwa terundanakannya
UUFA  adalah  lompatan hesar, dari seai perundang-undanagan
adalah lompatan seratus tahun, dari seagi hukum substantif
adalah lompatan seratus windudld

Gejala terundangkannya UUPA pada akhir periode 80-an
itu dipandana dari kaca mata kaum santri tentu pantas
disyukuri, anugerah Allah vang tiada tersanagka-sanagka,
setelah <ekian upava untuk menijadikan Islam tuan rumah dj
nedgara yana mayoritas penduduknya beragama Islam ini mene-
mitl Jalan buntu, dan terakhir malah tidak ada satu partai
politikpun tempat ményalurkan aspirasinva, tiba-tiba diso-

dorban  didepan mata  Rancangan Undang-Undana vang amat

71, Tempo, 4 februari 1989, hal 22-23

72. Bddy Rudiana Svarif dkk.,Hukum_Islam Di Indonesia
Perkembangan Dan Pembentukan.Remaja Rosdakarva, Bandung, 1991,

hal., xii

73. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal. 285




memihak kepada esensi muamalah dalam ajaran Islam vang
memang kehadirannva diperijuangkan sejak sekian puluh tahun
vyang lalu, Justru oleh pihak pemerintah sendiri. Disinilah
apa vang diungkapkan Menteri Agama Munawir Sijadzali menemu-

kan relevansinva.

H. ANALISA DINAMIKA POLITIK SANTRI MASA ORDE BARU

Peraumulan politik umat Islam pada masa pemerintahan
orde baru, sejak awal hinaga akhir dasa warsé kKedua inji
memiliki keunikan-keunikan vang menarik untuk diamati,
dianalisa dan disimpulkan. Banyak pengamat meneropong
dinamika politik santri tersebut dari sudut pandang yandg
berbeda-beda, sehingga tidak heran bila melahirkan kesimpu-
lan vanag beragam pula. Namun bila dikaji lebih jauh ternva-
ta kesimpulan-kesimpulan itupun memiliki satu keranaka
historis vana sama.

Dinamika politik santri itu. pada awalnva digam-
barkan sebagai sosok vana dicurigai., responsif dan membanag-
kana dimata pemerintah orde baru, sehingoa patut dijuluksi
oposan. Upava-upaya pemerintah untuk mengontrol dan mengin-
ternalisir problematika politik dalam ranagka menciptakan
stabilitas nasional melahirkan rekavasa-rekavasa politik
mematahkan kekakuan sikap politik Islam. Berikutnya sikap
masinag-masina melunak disusul tafahum dan berakhir denaan
akomodatif.

Thesis terbaru vang membahas hubungan Islam dan
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Negara ditulis oleh Abdul Azis Thaba. Dia membagi sejarah
perkembangan hubungan ini ke dalam tiga periode : Pertama,
Feriode antadgonistik (1967-1982) vang diwarnaj oleh pergu-
mulan politik konfrontatif yang cukup serius dalam berbagai
kasus, rehabilitas) Masyumi, Fusi Partai, Aliran Keper-
cavaan, Undana-Undanag Perkawinan, perijudian dan lain seba-
qainva. Feriode inj diperkava berbagai istilah , deideolo-
gisasi., deislamisasi, depolitisasi, maraginalisasi dan lain-
lain yana menaaambarkan ketidak harmonisan antara pemerin-
tah denagan umat islam; Kedua, periode resiprokal kritis
(1982-198%), ditandal oleh proses saling mempelajari dan
memahami  posisi masing-masing. Pada periode ini muncul
Rawtly asan tunagal bagi orsospol dan ormas di Indonesia:
Ketiga, periode Akomodatif (1985~ sekarana/1986), terjadi
proses saling mengakomodasi antara Islam dan negara. Ter-
bukti dalam pengundangan UU Sistem Pendidikan Nasional dan
UU Feradi lan Aqama74

Kecenderungan hubungan akomodatif jtu dapat terlihat
pula dari lahirnya Yavasan Amal Bakti Muslimin Pancasila,
tefh@ntuknva Badan Amil, zakat, Infaag dan Shadagah (BAZIS),
dihapusnya laranqanhberjilbab di sekolah-sekolah, terben-
tuknya MUD hingoa terbentuknya Ikatan cendekiawan Muslim
se-Indonesia (ICMI) yana berangootakan selain para cende-
kKiawan muslim independen Juaga kalangan birokrat. VYang

74. Lihat Abdul Azis Thaba,0p-Cit, hal. 240-300 (Thesis
vang dibukukan)




terakhir ini sudah mengarah pada fenomena hubungan inteqra-

tif, 5

Perubahan vana akomodatif itu  menurut Nakamura
(seorana Indonesianis dari Jepang) teriad{ se;elah tidak
ada lagil kecurigaan ideologis dari pemerintah terhadap
ummat islam. Ini membuat ummat dapat berkembang secara
lebih sehat. Umat menijadi tuan di rumahnva sendiri/® Te-
patnya setelah ummat Jislam menerima azas tunaaal, maka
kecurigaan ideoloqgis pemerintah terhadap ummat islam lun-
tur. Akibatnya pemerintah memutar kran "keterbukaan' dan

ummat islam dapat berkembana lebih leluasa.

Berubahnya sikap ummat islam itu antara lain dukun-
gan vana sebelumnva diarahkan pada ideologi diadakan rede-
finisi-substantif. Menurut Kuntowijovyo maksudnvya pada umat
Islam telah terjadi pergeseran dari ideologi ke ide, yaitu
pergeseran makna ideologi (dalam antropologi dan sosiologi
tidak hanva berarti kekuasaan) dari makna kekuasaan menuiju
ke pemikiran sistemik. Pemikiran vana lebih melihat bahwa
persoalan kekuasaan --secara substantif-- Juga tak lepas
dari sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budava dan

sebagainva. Oleh karena itu pemecahannyapun Juga dituijukan

75. Afan Gaffar. Majalsh Tempo., 10 oktober 1992, hal. 71

76. Nasrullah Alj fauzi (edit.), ICMI Antara Statusauo Dan
Demokratisasi. Mizan, Bandung, 199%, hal 77. Menautip Mitsuo
Nakamura.(The Emergence Of Islamizing Middle Class), hal 35-36




untuk reformasi sistemik, bukan perubahan politik.1’

Arah perjuangan ummat islam tidak lagi semata-mata
vang bersifat politis tetapi lebih bersifat umum (menyvang-
kut seaqala sistem kehidupan), tidak hanva mengarah pada
kKepentingan ummat islam saja namun mengarah pada kepentin-
aan pluralisme kebangsaan, bahkan menjurus ke-universalitas
Islam ditengah ummat manusia denagan mengembangkan misi
"Rahmatan lil-alamin'. ﬂ

Sementara itu melunaknya sikap politik pemerintah
orde baru dapat dilihat dari berbagai aspek. Antara lain
pertama, telah terjadi perubahan landasan kultural berupa
pemahaman baru terhadap sikap islam. Hal ini bisa terijadi
akibat dua hal, yajtu merespon melunaknya sikap politik
ummat Islam sebagaimana vana diunakapkan Nakamura dimuka
dan suksesnya da'wah islmivah di tubuh birokrasi sehinagea
melahirkan wawasan keislaman yana meluas, nampaknya telah
terijadi proses wantrinisasi kaum muslim abangan di Jajaran
Birokrasi. Dalam proses ini dapat dilihat peran para cende-
Kiawan aktifis dakwah seperti Nurkholis Madiid, M. Dawam
Rahardio. Diohan Effendy dan 1ain—1ain.i Disamping Juaqa
datwah vana dilakukan kaum dinteligensia muslim vandg telah
menduditkl pos-pos pentinag dalam birokrasi, dimana mereka
T para alumni gerakan-gerakan  vang memiliki  komitmen
tinaal terhadap islam. Tentunya tidakpula menafikan hasil

77. Kuntowijovo, Dinamika ummat Islam Indonesia, Op-Cit,
hal.3
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usaha da'wah para muballigh maupun para kivaij.

Kedua, ditinjau dari sisi politik. Melunaknya sikap
pemerintah terhadap islam dicurigai akibat melemahnva
hubungan pemerintah dengan ABRI. Sebagai kompensasinva
pemerintah mencari dukungan dari massa sipil mavoritas
sebagaj penveimbang vaitu ummat Islam dan Golkar, denagan
demikian rivalitas antar elite vanag tercipta tetap menem-

patkan presiden Soeharto dalam posisi vang menentukan.

Dalamdinamikapolitiksantri,selaingejaladipermu-
kaan tersebut diatas vanag berakhir dengan integrasi antara
elite santri denagan birokrat muslim vyang berwuijud pada
pelembagaan ICMI, telah muncul gejala lain vang berbeda
arah dengan realitas diatas berupa gerakan intelektual
radikal dikalangan generasi muda intelek muslim sebagal
salah salu bentuk protes statusauo angkatan tua, bersamaan
dengan kecenderunaan ini muncul pula gerakan sosial radikal
dilapisan bawah (Grass roots) secara sporadis.

Menurut Munir Mulkhan, gerakan ity muncul akibat
kesenijanaan sosial dan ekonomi vyana banvak diderita oleh
lapisan bawah massa ummat, termasuk didalamnva dari golon-
gan santri. Sementara 1abﬁs atas lebih terijamin ekonominva
melalui inteqgrasi birokratik.78

Diantara aerakan radikal diatas selain alasan vang

bersifat ekonomis vang menimbulkan kecemburuan sosial,

78. Abdul Munir Mulkhan.Op-Cit. hal. 7
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adapula vang muncul  merespon  “Krisis Modern" mendadi
rencana untuk membangun dunia denaan tatanan sosial sesuai
denaan aaris  Al-Qur'an dan Al-Hadits secara tekstual.
Bentuk gerakannys cenderunag eksklusif dan tertutup, hanyak
orana menyebitnys denagan "fundamentaliame  agama mer ek
rata-rata  menolak apa  saja  vana menvanakut  sekular-
1Gme.79

Gerakan ini Jumlahnya cukup banvak dan mewabah dikea-
lanagan para mahasiswa, Azyumardi Azra berkomentar sMGerakan
Vi amat censt herhembana di kalanagan mahasiswa dan tenden-
Sinya sanust revivalis", Gerakan vanag lazim diseébut Harakah
fatwaln ind bisa disebutkan antara lain : Ihwanul Mu<1limin,
Hizh Al Yahric, Tarbivah Salativah, Darul Aragam, Jamasah
Tabliah don lain %nbmminya.so

Adapuls aerakan yana amat keras dan politis, inuin
mendibhah dasar neagara Pancasila dan UUD 1949 denqgan AL~
Qurtan dan Al-Hadits dengan cara menaaulinakan pemer intanan
vang syah. Bentub Cagerakan seperti  ini pernah muncul ke
nermubaan denaqan nama Jamaah Mudahidin Fisabilillah (.MF
vanng  benudian diperkenalkan pemerintah  kepada masvarakat

Aennnn Geraban Pongacan Keamanan  (GPRE) Warsidi Lampunag. ban

7 Gitles Kepel, Menak lukkan Kembali Dunia: Kebanagk itan
Islam, Kristen Dan yYahudi di Dunia Modern, Jurnal Dialog Pemikir-
an_Islam ISLAMIKA, Mizan dan MISSI.Bandung, no.5%, 1994, hal., 104~
105.

B0, Laporan Utama, Beragam iJjalan Menempuh dunia, 7Jempo,
edisi 3 April 1993, hal. 17
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juga Barisan Jubah Putih di aceh$

Gerakan terakhir ini secara naif ingin membentuk
Negara Islam Indonesia (NII) dengan dukungan, peralatan,
akomodasi dan perencanaan yang sangat minim, bahkan hampir
tanpa penaakuan masyvarakat karena eksklusifnva. Sehingga
gerakan ini dianacoap tidak 1lebih dari mengacau keamanan
saja dan denaan gampana dji gulung oleh pemerintah.

Keseluruhan gerakan diatas (selain vyang dibahas
terakhir), tidak selalu menentang pemerintah dalam perilaku
soasial-politik maupun budavanvya serta perkembangan santri
secara alobal. Bahkan eksistensinya bisa juaa dﬁmandand
sebagai penvemarak da'wah islam dan mempercepat laju proses
Islamisasi di Indonesia. Secara politik power mereka amat
lemah karena berpencar dalam jumlah kecil dan banyak denagan

tujuan vang berbeda-heda.

81. Laporan Utama,"Runtuhnya sebuah Impian", 7Tempo,
edisi 30 september 1989, hal. 272-23




